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BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 4& TAHUN 2020
TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

bahwa dalam rangka melaksanakan penataan
kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang
berbasis kinerja dibutuhkan Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja pada setiap Perangkat Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai,

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Mentawai {lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);




Menetapkan

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6063);

Peraturan Presiden Nomor &1 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.

Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan,
pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi
jabatan guna penyusunan kebijakan program penataan
kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian dan
perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan
serta umpan balik bagi organisasi dan tata laksana.

Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang
dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi
mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi
berdasarkan volume kerja.




10.

11.

12.

13.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai
Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara.

Ikhtisar Jabatan adalah uraian tugas yang disusun
secara ringkas dalam bentuk  kalimat yang
mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.

Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang
merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam
memproses bahan kerja menjadi Thasil kerja
menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat
seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya
dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan
sebagai dasar penggajian.

Evaluasi Jabatan adalah sebuah analisis untuk
membuat estimasi nilai/pembobotan dari sebuah
pekerjaan, tugas-tugas dikonfirmasikan ke nilai/poin.

Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan
karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, kode
jabatan, letak jabatan, ikhtisar jabatan, uraian tugas,
hasil kerja, bahan kerja, peralatan kerja, tanggung jawab
jabatan, wewenang jabatan, korelasi jabatan, kondisi
lingkungan kerja, dan syarat jabatan.

Syarat Jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau
dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan
dan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang
ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja
vang diidentifikasikan dari pemilikan pengetahuan
kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan
kemampuan dan aspek psikologis dan kekuatan fisik.

Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang
digambarkan secara vertikal maupun horizontal
menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung
jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan
menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan
kedudukannya dalam unit kerja.

Pasal 2

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Badan Keuangan
Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Badan Keuangan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
pedoman bagi penyusunan kebijakan di bidang ketatalaksanaan,
kelembagaan dan kepegawaian di Lingkungan Badan Keuangan
Daerah.




Pasal 4
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 22 Tahun
2018 tentang Analisis Jabatan dilingkungan Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan

2. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Analisis
Beban Kerja dilingkungan Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 4 M 2020

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

YUD GGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 4 M& 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2020 NOMOR: A&




